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ABSTRAK 

Febby Amelia Olearosa, (2022):  Skripsi ini berjudul “Implementasi Mediasi 

terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Bangkinang pada Masa Pandemi 

Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016”  

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pelaksaannya Mediasi Terhadap 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya 

meningkatnya angka perceraian dari sebelum masa pandemi. Tentunya Pengadilan 

Agama Bangkinang dalam hal ini sebagai eksekutor dalam menjalankan PERMA 

tersebut yang dibantu oleh mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara 

khususnya perkara perceraian yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2021 pada masa pandemi sekarang dan pelaksaan mediasi banyak yang 

mengalami kegagalan. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi mediasi 

terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi 

covid-19 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan faktor 

penghambat pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Bangkinang pada masa pandemi covid-19. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (socio legal 

reseach) yaitu salah satu jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk 

menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dilapangan melalui observasi dan 

wawancara. Sumber yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian teknik pengambilan sampel dengan 

teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian ini adalah pelaksaan mediasi di Pengadilan Agama 

Bangkinang belum efektif untuk mengurangi angka perceraian karena masih banyak 

mediasi yang mengalami kegagalan dan masih ada kendala yang dihadapi oleh 

Pengadilan Agama Bangkinang yaitu adanya keinginan kuat para pihak untuk 

bercerai, karena pada umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki 

keinginan kuat untuk bercerai, pihak tergugat maupun termohon tidak beritikad baik 

dan Masih ada hakim mediator yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator tentu 

saja dibandingkan dengan mediator yang sudah memiliki sertifikat kemampuannya 

pasti masih dibawah pengetauannya karena untuk mendapat sertifikat mediator 

tersebut banyak ilmu yang diperoleh. 

Kata kunci: Implementasi, Mediasi, Perkara Perceraian, Masa Pandemi Covid-19  
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ABSTRACT 

Febby Amelia Olearosa, (2022):  This thesis is entitled "Implementation of 

Mediation on Divorce Cases at the Bangkinang 

Religious Court during the Covid-19 Pandemic 

Based on Supreme Court Regulation Number 1 

of 2016" 

The background of the writing of this thesis is the implementation of 

mediation of divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the Covid-19 

pandemic based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, that the divorce 

rate has increased from before the pandemic period. Of course, the Bangkinang 

Religious Court in this case is the executor in carrying out the PERMA which is 

assisted by a mediator in reconciling the litigants, especially divorce cases which 

continue to increase from 2020 to 2021 during the current pandemic and many 

mediation implementations fail. This study discusses how to implement mediation for 

divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the COVID-19 pandemic 

based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and the inhibiting factors for 

the implementation of mediation for divorce cases at the Bangkinang Religious Court 

during the COVID-19 pandemic. 

This study uses sociological legal research methods (socio legal research), 

which is one type of research that goes directly to the field to adjust theory and reality 

in the field through observation and interviews. The sources used include primary 

legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the 

sampling technique with purposive sampling technique. 

The results of this study are that the implementation of mediation at the 

Bangkinang Religious Court has not been effective in reducing the divorce rate 

because there are still many mediations that fail and there are still obstacles faced by 

the Bangkinang Religious Court, namely the strong desire of the parties to divorce, 

because in general the failure of mediation is because the parties already have a 

strong desire to divorce, the defendant and the respondent do not have good 

intentions and there are still mediator judges who do not have a certificate as a 

mediator, of course, compared to mediators who already have a certificate of ability, 

they must still be under their knowledge because to get a mediator certificate a lot of 

knowledge is gained. 

 

Keywords: Implementation, Mediation, Divorce Cases, Covid-19 Pandemic Period 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara 

anggota masyarakat, yakni hubungan yang timbul oleh kepentingan-

kepentingan anggota masyarakat.
1
 Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak 

terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial 

sesama manusia itu terkadang menyebabkan sengketa diantara mereka, di 

mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain 

dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya 

perkara dalam hubungan antara manusia setiap masyarakat memerlukan 

aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar dalam hubungan itu 

tidak terjadi pertentangan dan perselisihan. 

Perkawinan ialah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Mahaesa.
2
 

                                                             
1
 Gunsu Nurmasyah, Nunung Rodliyah dan Recca Ayu Hapsari, Pengantar Antropologi: 

sebuah ikhtisar mengenal antopologi, (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 46. 
2
 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3019, tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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Perkawinan dapat putus, jika satu pihak meninggal dunia, Selanjutnya 

juga jika terjadinya percerian dan atas keputusan Pengadilan.
3
 Akhirnya 

perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan 

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu 

pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam 

undang-undang.
4
  

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa 

dengan keluarga maupun dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan keluarga 

dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, kadang timbulnya sengketa yang 

dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena 

perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana “cara” melaksanakan 

perannya dalam kehidupan berkeluarga yang saling mengetahui hak dan 

kewajiban suami isteri, begitu juga dalam pergaulan di masyarakat harus 

saling menghormati. 

Dari sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan, manusia yang terlibat 

dengan sengketa atau pertentangan merasakan perlu adanya ketentuan-

ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidak-tidaknya mengurangi kadar 

yang dapat merugikan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, 

yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam 

                                                             
3 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3019, tentang Perkawinan, Pasal 38. 
4
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta Timur:  PT Balai 

Pustaka, 2014), h. 46. 
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menjaga kepentingan para pihak.
5
 Pelanggaran-pelanggaran terhadap 

ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau menganggu 

keseimbangan kepentingan umum, kemudian dapat mengambil tindakan 

terhadap pelanggarnya dengan cara tuntutan hak ke pengadilan. 

Peradilan dapat diartikan juga sebagai tempat terakhir mencari 

keadilan dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai 

badan yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan dan kebenaran (to 

the justice and the truth).
6
 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  

“pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
7
  

 

Namun dalam menyelesaikan perkara ke pengadilan menggunakan 

biaya yang relatif besar dan lebih mahal, proses penyelesaian sengketa sangat 

lama bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, karena 

adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). 

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, 

                                                             
5
 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2007), h. 3. 
6
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet VII, h. 229. 
7
 Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

157, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 
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menyatakan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh 

para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada 

itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di 

Pengadilan Negeri” dari bunyi Pasal ini dapat diartikan bahwa, upaya non 

litigasi seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lain memang 

dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang dikehendaki oleh pihak-pihak 

tersebut, guna mengesampingkan upaya  penyelesaian di pengadilan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:  

“penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif 

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu 

kesepakatan tertulis”.
8
  

 

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan 

istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para 

pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang 

ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau 

perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak 

                                                             
8
 Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

138, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (2). 
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berwenang mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk 

mengambil keputusan.
9
 

Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa memberikan 

manfaat bagi para pihak yang menyelesaikan sengketanya, sehingga dapat 

menajdi pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. 

Manfaat mediasi yaitu prosesnya yang cepat dan biayanya tidak mahal, yang 

bersifat rahasia dan sebagai solusi yang adil karena pihak yang bersengketa 

mencapai suatu hasil mediasi tersebut berdasarkan kebutuhan yang 

diinginkannya.
10

 

Mediasi merupakan langkah yang bagus di era saat ini dalam 

menyelesaikan masalah dan juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa yang dipandang dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan 

kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian 

sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang 

sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-

win solution).   

Dalam hukum acara perdata yang berlaku, baik ketentuan dalam Pasal 

130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan hakim untuk mendorong para 

pihak menempuh proses perdamaian, yang dapat diintensifkan dengan cara 

                                                             
9
 Endrik Saifudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase, (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), h. 29. 
10

 Mardalena Hanifah, “Kajian yuridis: mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa 

perdata di Pengadilam”,  JHAPER Volume 2,. No. 1,. (2016). h. 7. 



6 

 

 
 

mengintegrasikan proses mediasi tersebut ke dalam prosedur berperkara di 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
11

 Apabila mediasi dalam 

perkara perdata tersebut tidak ditempuh merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan 

menjadi batal demi hukum. 

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 

pada pasal 1 ayat 2 perma nomor 1 tahun 2016 mengenai Mediator ialah 

hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral 

yang membantu para pidak dalam proses proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

Wajibnya hakim, mediator, dan para pihak untuk menempuh 

penyelesaian sengketa melalui Mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian wajibnya 

mendamaikan para pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat 

pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama 

sangatlah menentukan.  

Pada prinsipnya upaya hakim dalam menerapkan pasal 130 HIR untuk 

mendamaikan banyak bersifat imperatif. Ini mengakibatkan tingkat 

                                                             
11

 Ruchmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), h.7. 
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keberhasilan perdamaian di Pengadilan sangat rendah. Peradilan dalam 

menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak 

advokat atau kuasa hukum, tetapi para hakim yang lebih mengedepankan 

sikap formalitas daripada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan 

ungkapan yang mengatakan “keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang 

bersengketa melalui perdamaian”.
12

 

Di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 

terdapat aturan jangka waktu untuk menyelesaikan mediasi yaitu 30 hari. 

Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau 

tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik 

dan akibat hukum sanksi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses 

mediasi. 

Pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat 

(1) menyatakan bahwa: 

“semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk 

perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak 

berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) 

terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

ini.”
13

 

 

                                                             
12

 M. Yahya Harapah, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Garafika, 2019), h. 230. 
13

 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 175, Pasal 4 ayat (1). 
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Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 

dalam hal penyelesaian sengketa diluar Pengadilan untuk perkara-perkara 

perdata yang mana berfungsi sebagai penyelesaian sengketa diperlukan untuk 

mengurangi kemacetan di Pengadilan. Lalu diterbitkannya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ini diharapkan bisa diharapkan 

sebagai mutu keberhasilan mediasi di Lembaga Peradilan. 

Namun pada saat ini bahwa mediasi yang dilakukan bagi para pihak 

sebelum menempuh proses persidangan di pengadilan masih belum efektif 

untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung karena banyak 

mengalami kegagalan. Permasalahan yang muncul adalah walaupun telah ada 

peraturan yang mengatur tentang adanya mediasi, sebenarnya tingkat 

keberhasilan mediasi dalam suatu perkara di Pengadilan masih begitu rendah, 

sebagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang 

terkhususnya pada tahun 2020  dan tahun. 

  Jumlah perkara 

Yang di mediasi 

Penyelesaian 

Mediasi 

No Tahun Berhasil Tidak berhasil 

1 2020 150 6 137 

2 2021 190 8 150 

 

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, pada Pasal 1 huruf b menyatakan 
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bahwa Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan 

termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi 

e-Cout, pelaksaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-litigation, 

koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya. Sejalan dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk 

mencegahnya penyebaran Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 angka 

perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Perceraian di Indonesia 

meningkat sepanjang masa Covid-19, karena sebagian keluarga mengalami 

kesulitan dalam ekonomi.
14

 Akan tetapi, kenyataan di Pengadilan Agama 

Bangkinang pelaksaan mediasi selama ini dilakukan secara offline yang dalam 

hal ini dapat mempunyai resiko yang mengakitbatkan terjadinya penyebaran 

dari Covid-19 tersebut. 

Di Pengadilan Agama Bangkinang memiliki 12 Hakim Mediator, akan 

tetapi dari jumlah 12 Hakim Mediator tersebut hanya 4 hakim mediator yang 

memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediasi yang dilakukan Pengadilan 

dilakukan dengan bantuan pihak netral yaitu mediator atau hakim mediator. 

Mediator bukanlah sebagai pembuat keputusan (decision maker) melainkan 

hanya sebagai perantara dan penengah di antara para pihak yang bersengketa. 

                                                             
14

 Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, Khazanah Hukum, Volume 3,. No. 2, 

(2021), h. 88. 
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Di tahap mediasi, untuk mencapai kesepakatan seorang mediator berperan 

membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk terwujudnya keberhasilan. 

Untuk itu peran mediator dalam mediasi sangat penting, sedangkan 

hakim mediator adalah hakim yang berperan sebagai mediator atau orang 

yang bersikap netral akan menuntun, memperhatikan serta menilai secara 

wajar terhadap pendapat-pendapat dari kedua belah pihak. 

Alasan penulis memilih pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Bangkinang pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan, tapi pada 

kenyataannya belum efektifnya pelaksanaan mediasi dalam usaha 

mendamaikan sangat sedikit yang berhasil, oleh karena itu penulis ingin 

meninjau apa penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dibahas dan diteliti 

lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang 

harus dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI 

MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN 

AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19  

BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 

TAHUN 2016” 

B. Batasan Masalah 

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis 

membatasi pembahasan penelitian ini yang berada di Pengadilan Agama 
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Bangkinang “Pelaksaanan mediasi terhadap perkara perceraian yang semakin 

meningkat selama masa pandemi covid-19” 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19  

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016? 

2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan mediasi terhadap perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-

19?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi mediasi terhadap perkara perceraian 

di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016. 

b. Untuk mengetahuai faktor penghambat pelaksanaan mediasi terhadap 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa 

pandemi covid-19. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfat untuk memenuhi persyaratan 

dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang 

sama. 

c. Untuk dapat dijadikan bahan acuan instansi Pemerintah dan pihak 

yang terkait dalam Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangkinang 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016. 

E.  Sistematika Penelitian 

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum 

tentang impementasi, mediasi, perceraian, pandemi covid-19 dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan 

dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi jenis 
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penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan 

sample, sumber data penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data serta sistematika penulisan. 

BAB IV : HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis meneliti tentang Implementasi Mediasi 

Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung  Nomor 1 Tahun 2016 dan Faktor Penghambat 

Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 

 

BAB V : PENUTUP 

  Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

14 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah  

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
15

 

Pengertian Implementasi Menurut Para ahli: 

a. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan. 

b. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi 

yang efektif.
16

 

                                                             
15

 Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), h. 39. 
16

 Ibid. 
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Maka berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan, 

bahwa implementasi merupakan tindakan atau aktivitas yang sudah 

direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

2. Pengertian Mediasi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 

sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 

perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur 

penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan 

atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari 

luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam 

penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak 

memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.
17

 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare 

yang berarti “berada di tengah.” Makna ini merujuk pada peran yang 

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di 

tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak 

memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga 

                                                             
17

Ruchmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), h. 23. 
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kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa
18

 

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih 

menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak 

bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Sedangkan Pengertian 

mediasi menurut para ahli: 

1. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian 

sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara 

mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan 

memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas 

memberikan bantuan prosedural dan substansial. 

2. Menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses 

penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, yakni pihak yang 

memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk 

menyelesaikan sengketa.
19

 

3. Menurut Chistopher W Moore, mengatakan bahwa mediasi adalah 

intervensi terhadap suautu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga 

yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai 

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak 

                                                             
18

Mardalena Hanifah, “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia 

dengan Mahkamah Syariah Malaysia”,  JHAPER Volume 6,. No. 2,. (2020). h. 106. 
19

 Ibid., h. 105. 
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yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela 

dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
20

 

Maka berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

jika mediasi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh para pihak yang 

bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral 

untuk membantu penyelesaian konflik sehingga terbentuk kesepakatan 

yang tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa. 

Pengertian mediasi menurut Perundang-undangan secara konkret 

dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mediasi 

menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh Mediator.
21

  

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki peran yang 

besar dalam mengakhiri persengketaan karena memberikan keadilan dan 

saling menguntungkan dari kedua belah pihak jika terjadi sengketa. Di 

Indonesia mediasi sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum 

masuk ke dalam pokok perkara, jika mediasi tidak dilaksanakan di dalam 

proses pengadilan maka akan batal demi hukum. 

                                                             
20

 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: 

Kencana, 2019), h. 23. 
21

 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 175, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1). 
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3. Dasar Hukum Mediasi 

Dasar hukum mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (PERMA RI) No 1 Tahun 2016, tentang prosedur 

mediasi di pengadilan
22

 menimbang bahwa ketentuan hukum acara 

perdata yang berlaku, pasal 154 Rgb dan pasal 130 HIR mendorong para 

pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan 

melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur 

berperkara di pengadilan.
23

 Kemudian di perjelas dalam pasal 3 ayat 1 

bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib 

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
24

 Sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

4. Jenis Mediasi 

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 

jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.  

a. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, 

perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif 

penyelesaian. 

                                                             
22

 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 175 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
23

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
24

 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 175, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (1). 
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b. Mediasi di dalam pengadilan, para pihak yang mengajukan perkaranya 

kepengadilan, diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih 

dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
25

 

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

Tujuan diselesaikannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa 

antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan 

imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan 

kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian 

sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi 

yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan 

(win-win solution).  

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang 

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. 

Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum 

mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. 

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: 

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan 

relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke 

pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 

                                                             
25

 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: 

Visimedia, 2011), h. 30. 
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b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis 

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak 

hukumnya. 

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 

secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan 

mereka. 

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 

terhadap proses dan hasilnya. 

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. 

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak 

yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang 

dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga 

arbitrase.
26

 

 

                                                             
26

 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana, 2009), h. 24-26. 
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6. Prinsip Mediasi 

Dalam berbagai literature ditemukan sejumlah prinsip mediasi. 

Prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator. 

David Sepencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth 

Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal 

dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut diantaranya 

yaitu: 

a. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa hanya para pihak 

dan mediator yang menghadiri proses mediasi dan segala sesuatu yang 

terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakann oleh mediator dan 

pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau 

pers atau masing-masing pihak. 

b. Prinsip Sukarela (Volunteer) 

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan 

dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan 

dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. 

c. Prinsip Pemberdayaan (Empowerment) 

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke 

mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan 

masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka 

inginkan. 
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d. Prinsip Netralitas (Neutrality) 

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi 

prosesnya saja, dan isinya tetap mejadi milik para pihak yang 

bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses 

berjalan atau tidaknya mediasi. 

e. Solusi yang unik (A unique solution) 

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus 

sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses 

kreativitas.
27

 

Dari uraian di atas dapat kita dipahami bahwasanya mediasi 

memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan 

dengan penyelesaian sengketa yang lain. 

7. Proses Pelaksanaan Mediasi  

Adapun tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan mediasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya kesepakatan untuk menempuh proses mediasi. 

Pada tahap ini, para pihak dengan itikad baik harus membuat 

kesepakatan tertulis dan menunjuk mediator. 
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Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: 

Kencana, 2019), h.199-200 
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b. Pengumpulan informasi 

Pada tahap ini mediator akan mengumpulkan berbagai informasi dari 

para pihak yang bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan-

pertemuan secara terpisah. Pertemuan-pertemuan secara terpisah ini 

akan memberikan keluasan para pihak untuk memberikan informasi 

secara rinci. 

c. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan 

terpisah atau bersama-sama dengan tujuan yaitu merumuskan 

kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, melakukan klarifikasi 

masalah, mengadakan pilihan penyelesaian masalah dan membantu 

para pihak menaksirkan, menilai dan membuat prioritas dari 

kepentingan-kepentingan para pihak. 

d. Pengambilan kesepakatan 

Pada pengambilan keputusan ini mediator akan melakukan beberapa 

hal yaitu: 

1) Menjelaskan peraturan-peraturan untuk memperlancar proses 

pengambilan keputusan. 

2) Membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan dan 

fokus pada masalah yang telah dihadapi. 

3) Membantu para pihak untuk meformulasikan pemecahan masalah. 

4) Mendorong para pihak untuk menerima pemecahan masalah. 
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5) Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian. 

6) Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian. 

e. Pelaksanaan kesepakatan 

Pada tahap ini mediator memberikan saran agar para pihak segera 

melaksanakan isi perjanjian. Karena perjanjian mengikat bagi para 

pihak dan bukan bagi mediator.
28

 

8. Para Pihak dalam Mediasi 

Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa 

dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh 

penyelesaian. Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak 

memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses 

mediasi ke depan. Para pihak wajib menghadiri secara langsung 

pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
29

 

9. Perceraian 

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan. Putusnya ikatan tersebut dapat 

diakibatkan oleh salah seorang diantaranya meninggal dunia, antara pria 

dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah 

                                                             
28

 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), h. 43-44. 
29

 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 175 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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pergi meninggalkan kediaman sehingga pengadilan mengganggap bahwa 

yang  bersangkitan sudah meninggal.
30

 

Bentuk Perceraian, yaitu: 

a. Perceraian yang diajukan oleh suami atau disebut dengan cerai talak 

pihak yang mengajukannya disebut sebagai pemohon atau suami dan 

lawannya disebut sebagai termohon atau istri,  

b. perceraian yang di ajukan oleh istri atau cerai gugat pihak yang 

mengajukannya disebut penggugat atau istri dan lawannya disebut 

sebagai tergugat atau suami.
31

 

10. Pandemi Covid-19 

Wabah penyakit ini bernama Covid-19 atau sering disebut dengan 

Corona Virus. Virus ini diduga berasal dari negara Tiongkok tepatnya di 

sebuah daerah bernama Wuhan. Persebaran virus ini begitu cepat karena 

sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara 

kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, oleh 

karena itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengkategorikan keadaan 

ini sebagai pandemi global.
32
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 Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi dan Umma Ainayah, “Analisis Maraknya 

Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, MIZAN: Journal of Islamic Law FAI Universitas Ibn 

Khaldun Bogor Volume 4., No. 2 (2020), h.182. 
31

Mardalaena Hanifah, Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama, (Pekanbaru: Pusat 

Pengembangan Pendidikan, 2014), h. 66. 
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 Robiah Awaliyah1 dan Wahyudin Darmalaksana, “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 

dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, Khazanah Hukum, Volume 

3,. No. 2., (2021), h. 90. 
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B. Penelitian Terdahulu 

1. Judul skripsi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Wonogiri).
33

 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas 

imlementasi mediasi dari peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 

2016. Tetapi perbedaannya, penelitian terdahulu terfokus meneliti 

mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama, sedangkan 

penulis hanya terfokus meneliti mengenai implmentasi dari mediasi 

terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dan penelitan 

terdahulu meneliti di Pengadilan Agama Wonogiri sedangkan penulis 

meneliti di Pengadilan Agama Bangkinang. 

2. Judul skripsi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 

2008.
34

 

Persamaan nya adalah sama sama membahas tentang Implementasi 

atau Pelaksanaan dari Mediasi di Pengadilan, tetapi perbedaanya 

penelitian terdahulu itu membahas pelaksanan mediasi berdasarkan 

                                                             
33

 Richi Ibnu Pamungkas, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kaus di Pengadilan Agama Wonogiri), Skripsi: Institut 

Agama Negeri Surakarka, 2020. 
34

 Wiwi Martalisa, Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008. Skripsi:  Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penulis 

membahas Implementasi mediasi terhadap perkara perceraian berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dan penelitan 

terdahulu meneliti di Pengadilan Negeri Tembilahan sedangkan penulis 

meneliti di Pengadilan Agama Bangkinang. 

3. Judul skripsi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian 

Harta Warisan (Studi di Pengadilan Negeri Medan).
35

 

Persamaannya adalah dalam membahas tentang penyelesaian 

sengketa di Pengadilan, tetapi perbedaanya penelitian terdahulu itu 

membahas mengenai peranan dari mediator dalam penyelesaian sengketa, 

sedangkan penulis membahas Implementasi mediasi yang merupakan 

bentuk dari penyelesaian sengketa di Pengadilan. Dan penelitan terdahulu 

terfokus dalam perkara pembagian harta warisan, sedangkan penulis 

terfokus mengenai perkara perceraian. 

4. Judul Jurnal Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif  

Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.
36

 

Persamaannya adalah dalam membahas tentang perceraian pada 

masa pandemic Covid-19, tetapi perbedaanya penelitian terdahulu itu 

membahas mengenai Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam 

                                                             
35

 Ruthmayana Gabriella Maylin, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian 

Harta Warisan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan), Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019. 
36

 Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, Perceraian Akibat Dampak Covid-19 

dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Khazanah Hukum, Volume 3., 

No. 2., (2021). 
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Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, 

sedangkan penulis membahas Implementasi mediasi terhadap perkara 

perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis (socio 

legal reseach). Metode Penelitian Hukum Sosiologis (socio legal reseach) 

yaitu salah satu jenis penelitian yang  langsung terjun ke lapangan untuk 

menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dilapangan.
37

 Dengan cara survei 

atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat 

pengumpul data yaitu wawancara, terhadap sejumlah responden dari beberapa 

Hakim Mediator di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan sifat 

penelitian adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran 

secara rinci tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitan ini menggunakan pendekatan penelitan kualitatif. 

Peneltian kualitatif adalah penelitan yang mengungkapkan situasi sosial 

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan 

kata kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan 

diperoleh dari situasi yang alamiah. 
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 Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Malang: Alfabeta, 2012), h. 53. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang, Adapun 

alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah Karena pelaksanaan mediasi 

yang kurang maksimal dengan pertimbangan bahwa penulis melihat hanya 

sedikit perkara yang dapat di selesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan 

Agama Bangkinang dan di Pengadilan Agama Bangkinang pelaksaan mediasi 

selama ini dilakukan secara offline yang tmerupakan tidak berjalannya Surat 

Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama 

Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di 

Bawahnya. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan penelitian. 

Sampel  merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi 

untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.
38

 Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan 

kriteria- kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau 

permasalahan penelitian.
39
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 Zaibuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 98. 
39
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Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sample Presentase 

1 Hakim Mediator 9 2 22,2% 

2 Mediator Non Hakim 3 1 33,3% 

2 Para Pihak 340 10 2,94% 

Jumlah 352 13 4% 

Sumber: Pengadilan Agama Bangkinang 2020 dan 2021 

E. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hokum yang bersifat mengikat, 

yang terdiri atas norma dasar pancasila, UUD 1945, ketetapan MPR, 

Peraturan perundang-undangan, hokum adat, Yurisprudensi dan Traktat.
40

 

Bahan hokum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa; 

c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 
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32 

 

 
 

d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi Di Pengadilan; 

e. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan 

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti  Rancagan Peraturan 

perundang-undangan. Hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil 

penelitian
41

 berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan Mediasi 

di pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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 Ibid. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas 

yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, 

Ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan 

masalah yang diteliti.
42

 

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam penelitian ini adapaun teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan di penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat 

penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai 

tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat 

bagaimana Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan  

Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti 

dengan responden untuk mendapatkan informasi.
43
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 Suryono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV. Rajawali, 
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3. Angket  

Menurut Sugiyono angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaanlpernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan 

kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau 

internet.
44

 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang dipakai adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang mengambarkan 

karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam 

penelitian.
45

 Di dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan 

adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya 

disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan 

buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan hal 

yang bersangkutan. 
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 Zaibuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h.107 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama 

Bangkinang, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa: 

1. Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016, yang dilakukan oleh mediator 

belum optimal untuk mengurangi angka perceraian karena masih banyak 

mediasi yang mengalami kegagalan. 

2. Faktor Penghambat dari Implementasi Mediasi Terhadap Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-

19 terdapat beberapa faktor yang dihadapi oleh Pengadilan Agama 

Bangkinang dihadapkan yang diantaranya: 

a. Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan pihak tergugat 

maupun termohon tidak beritikad baik. 

b. Masih ada hakim yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator. 

c. Dorongan dari keluarga kepada para pihak untuk bercerai. 
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B. Saran  

1. Kepada para mediator harus selalu meningkatkan kemampuan dan 

wawasannya. Mediator harus lebih sabar dan memiliki integritas dan rasa 

peduli yang tinggi terhadap kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan 

sungguh-sungguh serta terus untuk menggali alternative solusi agar dapat 

mengoptimalkan mediasi tersebut dengan presentasi yang tinggi. Dan juga 

meningkatkan sarana dan prasarana 

2. Kepada hakim seharusnya dapat memberikan pemahaman kepada para 

pihak agar beritikad baik agar pelaksaan mediasi berjalan dengan 

semestinya. 

3. Kepada para pihak yang berselisih dan bertikai di dalam sengketa 

perceraian, agar terlebih dahulu memikirkan dengan baik, akal sehat dan 

mencari jalan tengah lainnya terlebih dahulu sebelum melakukan 

perceraian dan melanjutkan di pengadilan. Di karenakan bahwa perceraian 

bukanlah langkah yang baik untuk di tempuh oleh pasangan suami istri, 

karena akan menimbulkan masalah kedepannya, baik itu terhadap anak 

ataupun hal lainnya.  
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